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         BUPATI SRAGEN 

          PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR 11 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 78 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SRAGEN, 

 

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/870/Keuda tanggal 4 

Februari 2021 tentang Pemanfaatan Sisa Dana Bantuan 

Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 Untuk 

Pembayaran Intensif Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Pasal 10 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam 

Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan Dampaknya, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;  

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
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Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 888); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 78 

TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 

2021. 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama satu periode anggaran; 

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

 

Pasal 2 

 

APBD Kabupaten Sragen semula sebesar Rp 2.265.495.152.935 

(dua triliyun dua ratus enam puluh lima miliyar empat ratus sembilan 

puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh 

lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.052.010.391 (enam miliyar 

lima puluh dua juta sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu 

rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.271.547.163.326 (dua triliyun dua 

ratus tujuh puluh satu miliyar lima ratus empat puluh tujuh juta 

seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

1 Pendapatan Daerah

a. Semula 2,104,054,355,242Rp           

b. Bertambah/berkurang -Rp                                       

Jumlah Pendapatan Daerah  setelah Perubahan 2,104,054,355,242Rp      
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2 Belanja Daerah

a. Semula 2,265,495,152,935Rp           

b. Bertambah 6,052,010,391Rp                  

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan 2,271,547,163,326Rp      

(167,492,808,084)Rp        

3 Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan

  1) Semula 161,440,797,693Rp              

  2) Bertambah 6,052,010,391Rp                  

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 167,492,808,084Rp         

setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

  1) Semula -Rp                                       

  2) Bertambah/berkurang -Rp                                       

-Rp                                  

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan 167,492,808,084Rp         

167,492,804,084Rp         SILPA setelah perubahan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

 

 

Pasal 3 

 

Uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

terdiri atas: 

 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan 

 

Pasal 4 

 

Uraian perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

 

Ditetapkan di Sragen  

pada tanggal 25-2-2021  

 

BUPATI SRAGEN, 

 

ttd dan cap 

  

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

 

 

Diundangkan di Sragen                                                                   

pada tanggal  25-2-2021 

                                                                                                                      

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

 

ttd dan cap   

                                                                          

TATAG PRABAWANTO B.               

           

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 11 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan dan kesra 

u.b 

Kepala Bagian Hukum 

Setda. Kabupaten Sragen                                           

 
Muh Yulianto, S.H., M.Si 

Pembina Tk I 

NIP. 19670725 199503 1 002 


